GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 595 /138/ P18 NAKERTRANS - &-57 /20626

TENTANG

PENETAPAN UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI BULU POUNTU JAYA
KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH MENJADI
KAWASAN PENGEMBANGAN AGROWISATA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan dan pengembangan potensi disektor
agrowisata memiliki peluang yang sangat prospektif dalam
mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
sehingga  harus memperoleh  dukungan  dalam
pelaksanaannya oleh seluruh pemangku kepentingan dan
masyarakat;

b. bahwa Unit Permukiman Transmigrasi Bulu Pountu Jaya
Kabupaten Sigi memiliki potensi kawasan dan
sumberdaya pertanian yang baik dan unggul untuk
dijadikan sebagai kawasan pengembangan agrowisata
di Sulawesi Tengah;

c. bahwa  berdasarkan Keputusan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 115 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan
Transmigrasi, Unit Permukiman Transmigrasi Bulu
Pountu Jaya Kabupaten Sigi salah satu Pusat Satuan
Kawasan Pengembangan A dengan Pola Usaha Pokok yang
peruntukannya sebagai Kawasan Perkebunan,
Holtikultura, Pariwisata dan Pengembangan Pemukiman
Pedesaaan melalui program Satuan Permukiman
Pemugaran dan Tempatan;



Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Penetapan Unit
Permukiman Transmigrasi Bulu Pountu Jaya Kabupaten
Sigi Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Kawasan
Pengembangan Agrowisata.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2687);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang

Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5497),

5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
100);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Hubungan dan Tata Kerja,
serta Pelaporan Tim Koordinasi dan Integrasi
Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi,
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 810);

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 115 Tahun 2018 tentang Penetapan
Kawasan Transmigrasi,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UNIT
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI BULU POUNTU JAYA
KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH MENJADI
KAWASAN PENGEMBANGAN AGROWISATA.

Menetapkan Unit Permukiman Transmigrasi Bulu Pountu
Jaya Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah menjadi
Kawasan Pengembangan Agrowisata.

Kawasan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dikelola secara bertahap dengan model
pembangunan dan pengembangan yang modern, kolaboratif,
terpadu, terintegrasi, menyeluruh dan partisipatif dengan
melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Model pembangunan dan pengembangan Kawasan
Agrowisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kawasan Transmigrasi
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan
Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta sumber anggaran lain
yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 WMer 2020

AWESI TENGAH,
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